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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK
PADA UMKM DI KABUPATEN BINTAN

Umi kalsum. 15622122. Akuntansi. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE).
Umiik1057@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan
pajak, pemahaman self assessment system, tingkat penghasilan dan kemudahan
pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten
Bintan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk penelitian
dengan kuesioner.Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 91
responden.Analisis data menggunakan SPSS versi 21.00.Uji analisis yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas,
uji asumsi klasik, pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji t),
uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R?).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara parsial variabel
pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM. (2)
secara parsial variabel pemahaman self assessment system berpengaruh terhadap
kesadaran wajib pajak pada UMKM. (3) secara parsial variabel tingkat
penghasilan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM. (4) secara

parsial kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap
kesadaran wajib pajak pada UMKM. (5) secara simultan variabel
pengetahuan pajak, pemahaman self assessment system,

tingkat penghasilan, dan kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap
kesadaran  wajib  pajak pada UMKM di  Kabupaten  Bintan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahasan pada penelitian ini, maka
dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, pemahaman self assessment system,
tingkat penghasilan, dan kemudahan pembayaran pajak sangat berpengaruh
terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Bintan.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Tingkat Penghasilan,
Kemudahan Pembayaran Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, UMKM.

Dosen Pembimbing : Bambang Sambodo, SE.,M.Ak
: Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.Ca
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ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE TAX AWARENESS AWARENESS
IN SMEs IN BINTAN DISTRICT

Umi Kalsum. 15622122. Accounting. Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE).
Umiik1057@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of tax knowledge,
understanding of self assessment system, income level and ease of
tax payment on taxpayer awareness at SMEs in Bintan Regency.

This research uses quantitative methods in the form of research with
questionnaires. The sample used in this study amounted to 91 respondents.
Data analysis using SPSS version 21.00. The analysis test used in
this study is the validity test, reliability test, normality test,
classic assumption test, hypothesis testing using partial test (t test),
simultaneous test (F test), and coefficient of determination (R?).

The results of this study indicate that: (1) partially tax knowledge variables
affect taxpayer awareness in MSMEs. (2) partially, the understanding of self
assessment system variables influences the awareness of taxpayers in MSMEs. (3)
partially the income level variable influences the awareness of taxpayers in
MSMEs. (4) partially the ease of tax payment affects the awareness of
taxpayers in MSMEs. (5) simultaneous variables of tax knowledge,
understanding of self assessment system, income level, and ease of
tax payment affect the taxpayer awareness at SMEs in Bintan Regency.

Based on the results of research and discussion in this study, it can be
concluded that tax knowledge, understanding of self assessment system, income
level, and ease of tax payment greatly affect the awareness of MSME taxpayers in
Bintan Regency.

Keywords: Tax Knowledge, Self Assessment System, Income Level, Ease of Tax
Payments, Taxpayer Awareness, SMEs.

Supervisor : 1. Bambang Sambodo, SE., M.Ak
: 2. Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak.Ca
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Pajak memiliki
peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan
nasional dan pengeluaran negara. Pentingnya kontribusi pajak dalam
pembangunan nasional dan pengeluaran negara harus diimbangi dengan
tanggungjawab masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dana
yang dikeluarkan dalam upaya melakukan pembangunan nasional ini akan
semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Hal ini
dapat teratasi apabila pajak yang diterima oleh negara juga besar.

Kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu factor penentu dalam
lancarnya pembangunan nasional. Munculnya kesadaran wajib pajak akan
memepengaruhi proses pembangunan nasional. Saat ini, masih banyak
ketidaktaatan dalam membayar pajak yang tidak hanya terjadi pada pekerja
profesional . sedangkan untuk saat ini, perkembangan unit usaha di Indonesia
dapat dikatakan meningkat.

Pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan self
assessment system . dengan adanya system ini, pemerintah memberikan
kepercayaan yang besar kepada wajib pajak untuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan wajib pajaknya kepada negara

dengan kesadaran sendiri. Sehingga kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari



wajib pajak merupakan factor terpenting dalam pelaksanaan system tersebut.
(Waluyo, 2011)

Wajib pajak yang sudah memahami tentang perpajakan, tentu saja akan
menimbulkan ketakutan atau bisa diartikan kesadaran yang berbanding lurus
dengan timbulnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Seharusnya, sebagai warga negara yang baik haruslah mematuhi hukum yang
berlaku, termasuk hukum perpajakan, karena hal inimengindikasikan secara tidak
langsung bahwa warga negara telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri.

Indonesia sebagai negara berkembang membuka peluang kepada
masyarakatnya untuk meningkatkan ekonominya. Dimana sekarang bermunculan
usaha mikro,kecil dan menengah. Peran UMKM mulai diperhitungkan
dalamproses merencanakan kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini menjadi
bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam mengambil keputusan
dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak.

Menurut UU No.9 Tahun 1995, kriteria UMKM adalah (a) memiliki
kekayaan bersih paling banyak dua ratus juta rupiah, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha. (b) memiliki hasil tahunan paling banyak satu milyar
rupiah, (c) milik warga negara Indonesia, (d) berdiri sendiri, bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau
beafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah
atau Usaha Besar, (e) berbentuk usaha perseorangan, badanusaha yang tidak
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Dengan perkembangan UMKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga



mampu menyediakan lapangan kerja yang produktif dan meningkatkan ekonomi
masyarakat.

Menurut Waluyo (2011) UMKM memiliki beberapa kelemahan antara lain
adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan atau tidak
dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas.

Kabupaten Bintan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan
Riau. Kabupaten Bintan memiliki 10 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan
Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan
Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan
Tambelan, Kecamatan Telok Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan
Toapaya.

Tabel 1.1

Pertumbuhan UMKM di Bintan Tahun 2017-2019

Tahun Jumlah UMKM

2017 487
2018 1017
2019 1037

Sumber: Dinas UMKM Kabupaten Bintan
Berdasarkan data dari Dinas UMKM Kabupaten Bintan pada tahun 2017
Kabupaten Bintan memiliki 487 pelaku usaha, tahun 2018 dengan jumlah
1017pelaku usaha dan tahun 2019 dengan jumlah 1037 pelaku usaha. Jumlah
pelaku usaha tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Dari data tersebut dapat disimpulkan fenomena yang terindetifikasi oleh
penulis yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai NPWP.

Pertumbuhan pelaku usaha UMKM tentunya mempunyai andil serta kontribusi



yang cukup signifikan untuk membangun perekonomian yang lebih maju. Hal ini
terjadi karena kurangnya kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya, kurangnya pengetahuan pajak dan sosialisasi tentang perpajakan
ke masyarakat, kurangnya pemahaman WP menghitung sendiri pajak terutangnya,
karena mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangnya, kesulitan
dalam mengisi SPT terjadi pada WP Orang Pribadi atau WP Badan.

Beberapa factor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM vyaitu
kurangnya pengetahuan masyarakat membayar pajak dan kurangnya kesadaran
bahwa dari penghasilan yang diterima terdapat pajak yang harus dibayar,
ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman self assessment system dan informasi
tentang kemudahan pembayaran pajak melalui aplikasi-aplikasi yang mudah
diakses contohnya e-SPT, kurangnya informasi tentang tingkat penghasilan yang
harus membayar pajak dan kantor pajak yang lokasinya cukup jauh untuk sekedar
bertanya atau mencari informasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak
Pada UMKM di Kabupaten Bintan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai
berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib

pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan ?
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Apakah pemahaman self assessment system berpengaruh terhadap
kesadaran wajib pajak pada umkm di Kabupaten Bintan?

Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran
wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan?

Apakah kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kesadaran
wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan?

Apakah pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assessment
system,tingkat penghasilan, dan kemudahan pembayaran pajak
berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten
Bintan?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran
wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman self assessment system terhadap
kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.

Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan wajib pajak terhadap
kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.

Untuk mengetahui pengaruh kemudahan pembayaran pajak terhadap
kesadaran wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Bintan.

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman self
assessment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan
pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di

Kabupaten Bintan.



1.4  Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan limiah
Sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan, dimana hasil
penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan
serta menerapkan pengetahuan yang baik dalam praktek maupun teori yang
diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini berguna sebagai sarana dan penyuluhan
kesadaran wajib pajak dan sebagai sarana informasi mengenai masalah yang
berkaitan dengan perpajakan.
15  Sistematika Penulisan
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, maksud dan
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran,
hipotesis, dan penelitian terdahulu.
BAB Il : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik
pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional
variabel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan jadwal

penelitian.



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, penyajian
data, dan analisis hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

yang dibahas.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Tinjauan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada negara
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur :
1. luran dari rakyat kepada negara.

Yang memungut pajak adalah negara. luran berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi

individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut (Pandiangan, 2014) pajak adalah pembayaran atau pengalihan
sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada
negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang sebagai bentuk

keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara, namun pembayarnya tidak



mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai

tugas negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dari penelitian, penelaahan, dan pengkajian yang penulis lakukan

sehingga melahirkan definisi atau pengertian pajak tersebut secara sistematis ada

beberapa hal yang merupakan pengertian pajak yaitu pajak merupakan pengalihan

prnghasilan atau harta yang wajib dari rakyat kepada negara, dapat dipaksakan,

sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam bernegara, dan

mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2

yaitu :

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018), yaitu :

Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minumam keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.

Sedangkan menurut (Prasetyono, 2012) pajak memiliki beberapa funsi



Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Fungsi Mengatur

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal,
baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak.

Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi
dapat dikendalikan.

Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut (Resmi, 2019) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara)
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Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak meruapakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin
maupun pembangunan.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur aau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan.
Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

1. pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat
terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewabh.

2. tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan,

3. tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksina dipasar dunia sehingga
memperbesar devisa negara.

4. pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan baran ghasil industry
tertentu, seperti industry semen, industry kertas, industry baja, dan lainnya,
5. pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan
peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan
pajak.

6. pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing

agar menanamkan modalnya di Indonesia.
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2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar syarat pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

(Mardiasmo, 2018) :

1.

Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
undang di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan
banding kepada Pengadilan Pajak.

Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.

Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun  perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari

hasil pemungutannya.
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Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2 macam
tarif.

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu
10%.

c. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan
disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan
maupun perseorangan (orang pribadi).

Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut(Adrian, 2016)dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas

pemungutan pajak dan alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak

oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk

memungut pajak dari penduduknya. Beberapa teori asas pemungutan pajak adalah

sebagai berikut :

1.

Teori Asuransi
Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari masyarakat karena

negara melindungi rakyat.
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Teori Kepentingan

Negara memiliki hak untuk memungut pajak karena rakyat memiliki
kepentingan terhadap negara.

Teori Bakti

Rakyat wajib membayar pajak, dengan membayar pajak berarti rakyat
dianggap berbakti terhadap negara.

Teori Gaya Pikul

Teori ini mengusulkansupaya dalam hal pemungutan pajak pemerintah
memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

Teori Gaya Beli

Negara memiliki dana yang cukup untuk membayar pengeluaran umum
negara dikarenakan masayarakat yang patuh membayar pajak.

Teori Pembangunan

Untuk Indonesia, justifikasipemungutan pajak paling tepat adalah
pembangunan dalam arti masyarkat yang adil dan makmur.

Menurut (Resmi, 2019) ada beberapa teori yang mendukung hak negara

untuk memungut pajak dari rakyatnya :

1.

Teori Asuransi

Negara memiliki tugas untuk melindungi rakyat yaitu keselamatan,
keamanan jiwa dan harta bendanya seperti perjanjian asuransi.

Teori Kepentingan

Negara harus lebih memperhatikan beban pajak masyarakat sesuai atau

tidak.
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3. Teori Gaya Pikul
Pajak yang dipungut harus adil sesuai jasa yang dierikan negara dan pajak
yang dibayar rakyat.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Negara memiliki hak mutlak dakam memungut pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli
efek baik dalam memungut pajak akan digunakan sebagai dasar keadilan.
2.1.5 Jenis Pajak
Pemungutan pajak yang terdapat didalammasyarakat banyak macamnya,
seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan,
pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak tontonan, dan sebagainya. Tetapi,
dengan dasar berbagai segi, pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis
yaitu :
1. Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh
wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak.
Pajak langsung memepunyai ciri sebagai berikut :
1) Dalam pengertian administratif :
- Harus dibayar langsung oleh wajib pajak
- dibayar secara periodik oleh wajib pajak

2) Dalam pengertian ekonomi :
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- tidak dapat dilimpahakan pada orang lain atau pihak ketiga (harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak)

- tidak dapat menaikkan harga

Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung merupakan pajak yang hanya dipungut kalau pada
suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan, seperti penggerakan
barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain. Selain itu, pajak ini
tidak mempergunakan surat ketetapan pajak atau dengan kata lain dapat
diahlikan kepada orang lain.

Pajak tak langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Dalam pengenaan administratif :

- hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan
dikenakannya pajak

2) Dalam pengertian ekonomis :

- dapat dilimpahkan kepada orang lain

- dapat menaikkan harga

Pembagian Pajak Berdasarkan Kewenangan Memungut

Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pusat yang
terdiri dari :

1) pajak penghasilan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan yang diubah terkahir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008
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1)

2)

2) pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewabh, diatur
dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nllai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No.
42 Tahun 2009

3) bea materai, diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai
Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

Pajak Provinsi, terdiri dari :

a) pajak kendaraan bermotor

b) bea balik nama kendaraan bermotor

¢) pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d) pajak air permukaan

e) pajak rokok

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

a) pajak hotel

b) pajak restoran

¢) pajak hiburan

d) pajak reklame

e) pajak penerangan jalan

f) pajak mineral bukan logam dan batuan

g) pajak parkir

h) pajak air tanah
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i) pajak sarang burung wallet

J) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

K) bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)

Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan
keadaan-keadaan pribadi wajib pajak.

Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang bersifat kebendaan atau objektif, yaitu
pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objektifnya
saja. Jadi, pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak.
Pajak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, atau kejadian yang
dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan
tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga
negara atau tidak).

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

adalah (Resmi, 2014) :

1.

Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif.
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Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kantornya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak.

Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam
bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang rupiah menandatangani dan menyampaikannya kekantor
Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang
pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat
Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada
adanya surat ketetapan pajak.

Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan,
melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
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a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yng terutang pajak.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

adalah :

1.

Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan
Masa.

Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria
tertentu.

Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberritahuan
Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada
Direktur Jenderal Pajak.

Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
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10.

11.

Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Mengajukanpermohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat
keputusan keberatan.

Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil.

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat
Keputusan Keberatan.

Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa

bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam
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2.1.7

hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak
yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun
2007.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada bebrapa kriteria yang

dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah. Pengertian UMKM tersebut adalah :

1.

Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usha perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha Kecil

Kriteria Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang ini.

Usaha Menengah
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Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung mapun tidak langsung dengan
usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekeyaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29

januari 2003 UMKM dapat diartiakn sebagai berikut :

1.

Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI
dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta
rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank
paling banyak Rp.50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

a. jenis barang/komoditi usahnya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat
berganti.

b. tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah
tempat.

c. belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan
tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

d. pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah,
umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.

e. umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
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f. umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya
termasuk NPWP.

g. tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

Usaha Kecil

Berdasarkan undang-undang No.9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha
produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000. pertahun serta
dapat menerima kredit bank diatas Rp.50.000.000 sampai dengan
Rp.500.000.000.

Ciri-ciri usaha kecil antara lain :

a. SDM-nya sudah lebih maju rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada
pengalaman usahnya.

b. pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan
walau sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan
keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.

c. pada umumnya sudahmeiliki izin usaha dan persyaratan legalitas
lainnya termasuk NPWP.

d. sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum
dapat membuat perencanan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit
bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendampingan.

e. tenaga kerja yang dipekerjakan anatara 5-19 orang.

Usaha Menengah
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2.18

Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1999, usaha
menegah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan
bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha :

Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

a. pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih
baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang
jelas anatar lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
b. telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system
akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan
penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

c. telah melakukan aturan pengelolaan atau pengorganisasian perburuhan,
telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatannnn, dil.

d. sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga,
izin usaha, izin tempat, NPWP, uapaya pengelolaan lingkungan, dll.

e. pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang telatih dan
terdidik.

Tarif Pajak UMKM

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak penghasilan

(PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro , kecil, dan menengah

(UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor

23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
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sebagai pengganti atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, yang

diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal $

ayat 2 bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8

miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP nomor 46 tahun

2013 yang berlaku selama 5 tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. Adapun

pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib
dibayarkan setiap bulannya.

2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final
0,5%, atau menggunkan skema normal yang mengacu pada pasal 17
undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

3. mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% sebagai berikut:

a. bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun

b. bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer

atau firma selama 4 tahun.

c. bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun.

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat
berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan
kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang

ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM
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memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha
dan melakukan investasi.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi
pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum WP tersebut melaksanakan
hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak
Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM
yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih
untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak

penghasilan (www.pajak.go.id)

2.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak pada
UMKM
Menurut Tatiana Vanessa Rantung dalam jurnal (Rahmatika, 2010)Faktor-
faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kesadaran dalam melakukan
pelaporan perpajakan, sehingga dapat mencari solusi dalam mengatasi kendala
dan hambatan dalam melakukan pembayaran pajak pada UMKM :
1. Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan Wajib Pajak merupakan salah satu factor penting dalam
meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan pada UMKM. Pengetahuan
wajib pajak tentang pajak adalah sutau proses pengubahan sikap dan
tatalaku seorang wajib pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak.
Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula
tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pemahaman self assessment system
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2.3

System pemungutan pajak menggunakan system self assessment yaitu
system pemungutan pajak diamana wajib pajak harus menghitung,
menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Keuntungan dari
sitem ini adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang
sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kesadran dalam melakukan
pembayaran pajak pada UMKM. Semakin tinggi tingkat penghasilan maka
semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

Kemudahan Pembayaran Pajak

Pemerintah dan Ditjen Pajak senantiasa memberikan inovasi baru
mengenai sitem pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien salah
satunya yaitu e-SPT.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan tidak hanya pemahaman koseptual berdasarkan

Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat edaran, Surat

Keputusan, tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atatu keterampilan teknis

bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan

tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan

wajib pajak.

Menurut (Suparmono, 2010)pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari

pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang
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dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara
menghitungnya. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah
proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan
pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah dimana wajib
pajak mengetahui tentang perpajakan dan menggunakannya untuk membayar
pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak
memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara
perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti
membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah
memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada
kepatuhan wajib pajak (Nirawan, 2013).

2.3.1 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2010) terdapat beberapa indicator wajib pajak dalam
mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :
1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT

Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT meliputi proses perhitungan

dan perlakuan pajak terhadap penghasilan wajib pajak, tarif PPh, final atau

tidak final, jumlah PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan mengalikan

PTKP dengan tarif wajib pajak untuk memperoleh jumlah pajak terutang,

menghitung pajak kurang/lebih bayar dengan menghitung seluruh pajak

terutang dengan kredit pajak.

2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
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SPT dapat dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak
akan diberi tanda terima SPT.
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi
Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran
terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang
Ketentuan Umum Perpajakan.
2.4  Pemahaman Self Assessment System
Menurut (Resmi, 2019)System pemungutan pajak yang memberi
wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memeungut
pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu
menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku,
mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar

pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. menghitung sendiri pajak yang terutang

2. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
5. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Menurut (Mardiasmo, 2016)self assessment system adalah suatu system
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
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Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri.

2. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor danmelaporkan sendiri
pajak yang terutang.
3. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self assessment system adalah sisitem pemenuhan kewajiban perpajakan
dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan
data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku (Pandiangan, 2014).

Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberikan
kepercayaan dan atanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
(Widyaningsih, 2011)

Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajakuntuk
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar (Waluyo, 2011)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak dengan
self assessment system adalah system pemungutan pajak yang menekankan pada
wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

karena system pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk
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memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa campur tangan fiskus atau

pemungut pajak.

24.1

Indikator Pemahaman Self Assessment Sistem

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib

pajak sendiri. Menurut (Rahayu, 2010) self assessment system dapat diukur

dengan beberapa indicator antara lain:

1.

mendaftarkan diri kekantor pelayanan pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat
melalui e-register(media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP).

menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang
terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan
memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan
jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai
kredit pajak (prepayment).

membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

a. membayar pajak
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1. membayar sendiri pajak yang terutang, angsuran PPh Pasal 25 tiap
bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir bulan.

2. melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 ayat 2,
PPh pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa
pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh
pemerintah.

3. pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk oleh
Pemerintah.

4. pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, bea materai.

b. pelaksanaan pembayaran pajak

pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun
swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain
melalui pembayaran secara elektronik (e-payment).

c. pemotongan dan pemungutan

jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21,22,23,26, PPh final
pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, dan PPnBM merupakan pajak. Untuk
PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa
berlakunya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak
masukan.

pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi

wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan
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perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat
pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan
pajak, baik yang dilaksanakan wajib pajak sendiri maupun melalui
mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak
ketiga, melaporkan harta dan kewajiban da pembayaran dari pemotongan
atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah
dilakukan.
sepenuhnya berada ditangnan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu
menghitung pajak, maupun memahami undang-undang perpajakan yang sedang
berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti
pentingnya membayar pajak.

Indicator self assessment system menurut (Resmi, 2014) antara lain:

1. menghitung sendiri pajak yang terutang

2. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
3. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
4. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

2.5  Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Secara normative dalam ketentuan perpajakan, penghasilan diartikan
sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat
dikonsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Definisi penghasilan demikian bersifat konseptual meliputi cakupan yang luas,
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merangkul seluruh jenis penghasilan dan darimanapun sumbernya. Untuk
menyederhanakannya penting untuk membuat pengklasifikasian  jenis
penghasilan.

Penghasilan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua perspektif utama yaitu
perspektif sumber dan sifat pengenaan pajaknya. Pengklasikfikasian penghasilan
ini penting karena membawa konsekuensi pada perlakuan pajak yang berbeda.

Penghasilan berdasarkan sumber dapat dibagi kedalam empat kelompok, yaitu:

a. penghasilan dari usaha

b. penghasilan dari pekerjaan bebas

c. penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d. penghasilan sehubungan dengan harta

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telahbebrapa kali mengalami
perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatu rpengenaan pajak
penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila
menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib
pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu

tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun
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pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun
pajak (Mardiasmo, 2018).

Menurut  (Mardiasmo, 2018) penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, grafitikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. laba usaha
4, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usah, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
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10.

11.

12.

13.

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-
pihak yang bersangkutan, dan

e. keuntungan karena penjualan atau penglaihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan.

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembangan utang

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, danpembagian sisa hasil
usaha koperasi.

royalty atau imbalan atas penggunaan hak.

sewa dan penghasilan lain sehbngan dengan penggunaan harta

penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

keuntunga selisih kurs mata uang asing.

selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

premi asuransi

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
tambahan kekyaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak

penghasilan dari usaha berbasis syariah

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan

surplus bank Indonesia

Penghasilan tersebut dikelompokkan menjadi:

penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
seperti gaji, honorarium, praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainya.

penghasilan dari usaha atau kegiatan

penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, Bungan,
dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan,
dan sebagainya.

penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan
kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti:

a. keuntungan karena pembebasan utang

b. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

d. hadiah undian
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Bagi wajib pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak
adalahpenghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.
Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya
penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Menurut (Resmi, 2019)penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib
pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris,
akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.

3. penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak atau pun aset tak gerak
seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau
hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

4. penghasilan lain-lain, seperti pembebbasan hutang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi

dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.
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2.5.1 Indikator Tingkat Penghasilan Wajib Pajak
Menurut (Rahmatika, 2010) ada beberapa indicator tingkat penghasilan

wajib pajak yaitu:

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang
terhutang
2. Wajib Pajak melaporkan jumlah pajak yang terhutang dengan transparasi

3. Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan
tingkat penghasilan yang diterima
2.6  Kemudahan Pembayaran Pajak

Dalam bidang perpajakan diperlukan adanya modernisasi dalam
melakukan pembayaran perpajakan berguna untuk meningkatkan kesadaran
pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemerintah dan Dirjen Pajak harus senantiasa
memberikan inovasi baru mengenai system pembayaran pajak yang lebih efisien
dan efektif salah satunya e-SPT(Rahmatika, 2010)

Kemudahan dalam membayar pajak bisa diwujudkan antara lain dengan
selalu meningkatkan system pembayaran secara elektronik, menggabungkan
beberapa jenis pajak yang tidak relevan, dan menyederhanakan proses pelaporan
wajib pajak. Kemudahan pembayaran pajak pada akhirnya akan bisa
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, apalagi Menteri
keuangan dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa jumlah wajib pajak di

Indonesia harus bertambah (www.pajak.qgo.id)

Dirjen Pajak mencanangkan 5 kemudahan dan keadilan pajak yaitu:

1. satu hari jangka waktu penerbitan Surat Keterangna Fiskal.
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keadilan pemeriksaan pajak
kemudahan akses pajak
kemudahan lapor pajak
kemudahan daftar pajak

Menurut (Pandiangan, 2014)ada beberapa pelayanan pajak secara online

sebagai salah satu sarana kemudahan pembayaran pajak yaitu :

1.

e-Registation

e-Registation adalah system pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP
melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan DJP.
Caranya adalah setelah WP membuka jaringan internet, permohonan
dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftara WP/
pengukuhan PKP yang ada dalam system e-Registation. Selanjutnya, WP
dapat mencetak sendiri formulir pendaftaran WP/ pengukuhan PKP serta
surat keterangan terdaftar sementara yang diterbitkan dari sitem e-
registation. SKTS berlaku terhitung sejak pendaftaran melalui system e-
registation dilakukan sampai diterbitkan SKT oleh KPP tempat WP
terdaftar. SKTS hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan, dan
pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat digunakan untuk
melakukan kegiatan diluar bidang perpajakan.

e-NPWP

e-NPWP atau disebut aplikasi pendaftaran NPWP merupakan aplikasi

untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi karyawan.
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2.6.1

e-Payment

e-Payment adalah system pembayaran pajak yang dilakukan WP secara
elektronik yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak. Hingga saat
ini penerapan e-payment masih terbatas yaitu hanya untuk pembayaran
PBB dan PPh Pasal 4 ayat 2 Final melalui ATM.

e-Billing

e-Billing atau system pembayaran pajak secara elektronik adalah
serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing,
pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan
rekonsiliasi billing dalam system modal penerimaan negara.

e-SPT

e-SPT adalah data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat WP
dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Dirjen Pajak. E-SPT
beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media
elektronik ke KPP dimana WP terdaftar.

e-Filling

e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang
dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Dirjen
Pajak maupun penyedia aplikasi.

Indikator Kemudahan Pembayaran Pajak

Menurut Dirjen Pajak (www.pajak.go.id) ada beberapa indicator dalam

kemudahan pembayaran pajak:
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1. wajib pajak mengetahui adanya aplikasi pelayanan pajak secara online
atau e-tax
2. wajib pajak mengetahui peraturan baru mengenai pajak dari media iklan,

Koran maupun Kantor Pelayanan Pajak.

3. fiskus berkewajiban memberitahukan peraturan baru kepada wajib pajak
4. memberikan pelayanan profesional kepada wajib pajak
5. penyuluhan dan pemberian informasi tentang pajak kepada wajib pajak

2.7  Kesadaran Wajib Pajak

Kemajuan dan perkembangan negara ini tidak lepas dari kesadaran
warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
sangat erat hubungannya

Dengan kesadaran bernegara. Apabila kesadaran bernegara kurang maka
masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan
bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki
dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran
bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran
pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga kurang
berkurang (Siahaan, 2010).

Kesadaran waib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya
melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung,
membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (erly suandy, 2011).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap

menyadari mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari
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fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dalam guna menyejahterakan

masyarakat.

Menurut Irianto dalam (Hasnol, 2017) kesadaran membayar pajak yang

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah sebgai berikut:

1.

kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang
pembangunannegara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau
membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak
yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara
guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban
pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena
memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban
pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat
mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

kesadaranbahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat
dipaksakan. Wajib pajak akan membayar Karena pembayaran pajak
didasarkan memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban
mutlak setiap warga negara.

Menurut (rahmawati, dkk 2011), dalam membangun kesadaran wajib

pajak antara lain:

1.

2.

partisipasi dalam menunjang pajak
penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat

merugikan negara.
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3.

4.

2.7.1

pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya merugikan negara
Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Domicus Doli dan Khoiri Rusydi dalam (Hasnol, 2017) indicator

kesadaran membayar pajak adalah sebagai berikut:

1.

pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan
negara.

penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat
merugikan negara

pajak ditetapkan oleh undang-undang

membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya akan merugikan
negara

penyampaian SPT
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2.8  Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pengetahuan Wajib
Pajak

(X1)

Pemahaman Self
Assessment System

Kesadaran Wajib Pajak

(X2) UMKM

Tingkat Penghasilan (Y)

Wajib Pajak

(X3)

Kemudahan
Pembayaran Pajak

I.---------)

Keterangan : ———  =Pengujian secara parsial
______ = Pengujian secara simultan
2.3  Hipotesis
Menurut (Jemmy, 2015) hipotesis perlu dilakukannya pembuktian melalui
data empiris dari suatu penelitian ilmiah, karena merupakan jawaban sementara
atas rumusan maslah yang telah dipaparkan karena kajian teori atau kerangka teori
dan harus diuji kebenarannya.

Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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H1:

H2 :

H3:

H4 -

H5 :

29.1

Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
Pemahaman System Self Assessment secara parsial mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak secara parsial mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
Kemudahan Pembayaran Pajak secara parsial mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada UMKM di Bintan.
Pengetahuan wajib pajak, pemahaman system self assessment, tingkat
penghasilan wajib pajak, kemudahan pembayaran pajak secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak
Pada UMKM di Bintan.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib
Pajak pada UMKM

Pengetahuan merupakan salah satu factor yang berpengaruh yang berasal

dari factor akademik,dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak lewat

pendidikan yang lebih tinggi seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban

perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang

memiliki pendidikan lebih rendah. Jadi pengetahuan wajib pajak mempengaruhi

kesadran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak pada sektor usaha

mikro kecil dan menengah dalam jurnal (eskasari putri, 2018).

Pengetahuan perpajakan tidak hanya pemahaman koseptual berdasarkan

Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat edaran, Surat
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Keputusan, tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atatu keterampilan teknis
bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan
tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan
wajib pajak.

2.9.2 Pengaruh Pemahaman Self Assessment Sistem terhadap Kesadaran

Wajib Pajak Pada UMKM

Self assessment system adalah sisitem pemenuhan kewajiban perpajakan
dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan
data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku (Pandiangan, 2014).

Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberikan
kepercayaan dan atanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
(Widyaningsih, 2011)

Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajakuntuk
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar (Waluyo, 2011)

2.9.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kesadaran

Wajib Pajak Pada UMKM

Menurut (Resmi, 2019) penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
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menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib
pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris,
akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.

3. penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak atau pun aset tak gerak
seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau
hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.

4, penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi
dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

2.9.4 Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak terhadap Kesadaran

Wajib Pajak Pada UMKM
Dalam bidang perpajakan diperlukan adanya modernisasi dalam

melakukan pembayaran perpajakan berguna untuk meningkatkan kesadaran

pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pemerintah dan Dirjen Pajak harus senantiasa
memberikan inovasi baru mengenai system pembayaran pajak yang lebih efisien

dan efektif salah satunya e-SPT(Rahmatika, 2010)

Kemudahan dalam membayar pajak bisa diwujudkan antara lain dengan

selalu meningkatkan system pembayaran secara elektronik, menggabungkan
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beberapa jenis pajak yang tidak relevan, dan menyederhanakan proses pelaporan
wajib pajak. Kemudahan pembayaran pajak pada akhirnya akan bisa
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, apalagi Menteri
keuangan dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa jumlah wajib pajak di
Indonesia harus bertambah (www.pajak.go.id)

Dirjen Pajak mencanangkan 5 kemudahan dan keadilan pajak yaitu:

1. satu hari jangka waktu penerbitan Surat Keterangna Fiskal.
2. keadilan pemeriksaan pajak

3. kemudahan akses pajak

4. kemudahan lapor pajak

5. kemudahan daftar pajak
2.10 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian(Panca Rizki Dwi Ananda, 2015) Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi padaUMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Penelitian ini termasuk dalam golongan
penelitian explanatory research. UMKM vyang terdaftar sebagai Wajib Pajak di
KPPBatu adalah populasi dari penelitian ini. Sampel berjumlah 96 orang
responden dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu
Wajib Pajak Sektor UMKM dengan omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,-
dalam satu tahun pajak. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan
meliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, tarif

pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar
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0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217. Variabel yang dominan dalam penelitian ini
adalah tarif pajak.

Berdasarkan  penelitian ~ (Agustina,  2014)Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas system
perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara
parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten
Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap system hukum dan pemerintahan
secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di
Kabupaten Kendal. Bagi KPP hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang lebih intensif kepada masyarkat terutama
pemilik UMKM agar mampu mendorong pemilik UMKM untuk membayar pajak.

Berdasarkan penelitian (eskasari putri, 2018) Analisis Faktor-faktor Yang
Berpengaruh terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil
dan Menengah (UKM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan
wajib pajak, memahami self assessment system dan tingkat pendapatan wajib
pajak tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Sedangkan kemudahannya
variabel dalam melakukan system pembayaran pajak mempengaruhi kesadaran
kewajiban perpajakan.

Penelitian (elviania nur fadzilah, rasyid mei mustafa, 2017) The Effect of
Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, Quality of Tax Service, and Tax

Sanction on Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency. Hasil Penelitian
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menunjukkan pelaksanaan menguji tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran
untuk membayar pajak, kualitas layanan pajak dan denda pajak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM. Hasil disesuaikan
pemeriksaan R square menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pemahaman
kesadaran pajak, kualitas pelayanan pajak dan denda pajak atas kepatuhan pajak
UKM di Banyumas sebesar 64,5% sedangkan sisanya 36,5% dijelaskan oleh
factor-faktor yang tidak diperiksa.

Penelitian (imam mukhlis, sugeng hadi utomo, 2015) The Rote of
Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as
well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. Hasil
penelitian ini menunjukkan pendidikan pajak memiliki dampak positif dan
signifikan terhadap pengetahuan pajak, pengetahuan pajak memiliki pengaruh
signifikan dan positif terhadap keadilan pajak, keadilan pajak memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil ini maka pendidikan
pajak sangat penting dalam membentuk pengetahuan perpajakn, sehingga dapat
meningkatkan pemenuhan pajak. Dalam hal ini upaya sosialisasi pajak dapat
dilakukan melalui penyebaran informasi tentang jenis pajak, tarif pajak, dan

mekanisme pembayaran pajak.
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakanmetode penelitian Deskriptif
Kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang data-datanya berhubungan
dengan angka-angka baik yang diperoleh dari pengukuran maupun dari nilai suatu
data yang diperoleh dengan jalan mengubah kualitatif ke dalam data kuantitatif
(Sugiyono, 2015). Peneliti menggunakan pendekatan kausal yaitu bertujuan untuk
menjelaskan pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Pemahaman Self
Assessment System (X2), Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X3), dan Kemudahan
Pembayaran Pajak (X4) terhadap Kesadaran Wajib Pajak ().
3.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua jenis yaitu :
1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari subyek
penelitian. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui
penyebaran kuisioner kepada Pengusaha UMKM di Kabupaten Bintan.
2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2015) data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang
telah ada. Data sekunder yang diperoleh berasal dari referensi buku-buku

perpustakaan maupun media lain yang berhubungan dengan topic penelitian ini.
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3.3  Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrument
pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti
dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sitematis dan
dipermudah olehnya.

Menurut (Sugiyono, 2017) teknik pengumpulan data dapat dilakukan
dengan cara :
a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab atau interaksi antara pihak
pencari dataatau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau narasumber
sebagai pihak yang diwawancarai.
b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara
memberikan daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti (responden).
C. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan
mengutip teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature, baik buku, jurnal,

skripsi terdahulu, maupun karya tulis orang lain.
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3.4 Populasi dan Sampel
3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari atasobyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro kecil dan menengah
yang berada di Kabupaten Bintan dimana Kabupaten Bintan sendiri memiliki 10
Kecamatan dengan masing-masing Kecamatan memiliki Industri Mikro Kecil dan
Menengah. Berdasarkan data Dinas UMKM Kabupaten Bintan tahun 2019,
UMKM Kabupaten Bintan berjumlah 1037 usaha.

3.4.2 Sampel

Menurut (Sujarweni, 2015) sampelialah bagian dari sejumlah karakteristik
yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian ini.

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM yang telah
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih membuka usahanya di
Bintan.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk
menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampel yang
digunakan adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik
sampling yang memberi peluang yang sama kepada anggota populasi untuk
dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2015). Cara ini disebut dengan

random sampling, atau cara pengambilan sampel acak.
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Menurut (Arikunto, 2010) sampel adalah sebagian atau wakil populasi
yang diteliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus
dari Taro Yamane atau Slovin sebagai berikut :

N

n=1+NeZ

Dimana :

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: tingkat kesalahan pengambilan sampel yang ditoleransi (10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : n =

1037 _ 1037
1+1037(10%)% 11,37

=91,2049252419 dibulatkan menjadi 91

Jadi sampel yang akan dipilih sebesar 91 responden.
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3.5  Definisi Operasional Variabel
Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala | No.
Q
Pengetahuan | Pengetahuan pajak 1. Pemahaman Likert | 1,2
Wajib Pajak | adalah informasi pajak | Prosedur atau Cara
(X1) yang dapat digunakan Pengisian SPT
wajibpajak sebagai 2. Pemahaman Batas 3
dasar untuk bertindak, | Waktu Pelaporan
mengambil SPT
keputusan,dan untuk 3. Pemahaman 4
menempuh arah atau Sanksi Perpajakan
strategi tertentu dan Administrasi
sehubungan dengan Siti Kurnia Rahayu
pelaksanaan hak dan 2010
kewajibannya dibidang
perpajakan (Caroline,
2015)
Pemahaman | Pemahaman tentang 1. mendaftarkan diri | Likert | 1,2
Self pemungutan pajak yang | ke Kantor Pelayanan
Assessment | memberikan wewenang, | Pajak
System kepercayaan dan 2. Menghitung Pajak 3
(X2) tanggungjawab kepada | oleh wajib pajak
wajib pajak untuk 3. membayar pajak
menghitung, membayar | dilakukan sendiri 4
dan melaporkan sendiri | oleh wajib pajak
pajak yang harus 4. pelaporan
dibayar. (Waluyo, dilakukan oleh waijb
2011) pajak
Siti kurnia rahayu
2010
Tingkat Penghasilan adalah | 1. Pembayaran Likert |1
Penghasilan | setiap tambahan | perpajakan.
Wajib Pajak | kemampuan ekonomis | 2. Melaporkan 2,3
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(X3)

yang diterima  atau
diperoleh wajib pajak,

penghasilan yang
diterima

baik yang berasal dari | 3. Menghitung 4
Indonesia maupun dari | penghasilan dengan
luar Indonesia, yang | benar
dapat dipakai untuk | (Rahmatika, 2010)
konsumsi atau untuk
menambah  kekayaan
wajib  pajak  yang
bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk
apapun  ( Sumber:
Undang-undang No.36
Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan
(PPh)
Kemudahan | Kemudahan wajib pajak | 1. mengetahui Likert |1
Pembayaran | dalam membayar pajak | aplikasi pajak secara
Pajak (X4) | yang terhutang bisa online
diwujudkan dengan 2. mengetahui 2,3
selalu meningkatkan peaturan baru
system pembayaran perpajakan
secara elektronik, 3. pelayanan 4
menggabungkan profesional.
beberapa jenis pajak 4. melakukan
yang tidak relevan dan | seminar dan
menyederhanakan penyuluhan
proses pelaporan Wajib | (Sumber:
Pajak. (Sumber: www.pajak.go.id)
www.pajak.go.id)
Kesadaran Kesadaran Wajib Pajak | 1. pajak merupakan | Likert |1
Wajib Pajak | untuk memenuhi bentuk partisipasi
(Y) kewajiban pajaknya dalam menunjang
sesuai dengan aturan pembangunan
yang berlaku tanpa negara.
perlu diadakannya 2. penundaan 2

pemeriksaan,
investigasi, seksama,
peringatan, ataupun
ancaman dan penerapan

pembayaran pajak
dan pengurangan
beban pajak sangat
merugikan negara
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sanksi baik hukum
maupun administratif.
www.pajak.go.id

3. pajak ditetapkan
oleh undang-undang
4. membayar pajak
tidak sesuai dengan
yang seharusnya
akan merugikan
negara

5. penyampaian SPT
(Hasnol, 2017)

3.6  Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan
kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis
dan factual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki,
dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterprestasi
data dalam pengujian hipotesis statistic yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Setelah menerima hasil penyebaran kuesioner, maka hasil kuesioner

tersebut disusun dengan menggunakan skala likert, dimana setiap pertanyaan

diberi skor atau penilaian jawaban sebagai berikut:

Nilai 1: STS = Sangat Tidak Setuju

Nilai 2: TS = Tidak Setuju
Nilai 3: KS = Kurang Setuju
Nilai4:S = Setuju

Nilai 5:SS = Sangat Setuju
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Menurut Sugiyono (2011) mengemukakan skala likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial, ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang
selanjutnya disebut juga variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel
yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indicator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang
dapat berupa pertanyaan.

Berdasarkan skala tersebut. Maka penulis menyesuaikan kuesioner yang
penulis susun dengan penetapan bahwa untuk skor terendah adalah 1 dan tertinggi
adalah 5. Pengolahan data atas hasil kuesioner tersebut menggunakan alat bantu
statistic SPSS versi 21.0 for windows.

3.7  Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dilakukan dengan analisis
statistic dan menggunakan bantuan computer dengan alat bantu Software SPSS
versi 21.0 for windows.

3.7.1 Uji Kualitas Data
1. Uji Validasi

konsep validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran
ini mengukur apa yang ingin diukur seperti diuraikan pengujian validitas
dilakukan dengan analisis butir. Untuk menguji validitas pada setiap butir, maka
skor yang ada pada butir dmaksud dikorelasikan dengan skor secara keseluruhan.

Menurut (Sunyoto, 2011) validitas adalah sutu ukuran yang menunjukkan

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Suatu instrument
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yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebuah
instrumentdikatakan valid apabila dapat menngungkap data dari variabel yang
diteliti secara tepat. Uji validitas ini menggunakan korelasi product moment. Uji
validitas didapat dari hasil r hitung > r table (a=5%)
2. Uji Reliabilitas

Menurut (Sunyoto, 2011)reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian
bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat
pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik
tidak akan bersifat tendesius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-
jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan
menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Menurut Suharsimi dalam(Sunyoto,
2011) jika cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliable jika cronbach’s
alpha < 0,60.
3.7.2  Uji Asumsi Klasik
1. UjiNormalitas

Menurut (Ghozali, 2011) uji normalitas betujuan untuk menguji apakah
dalam suatu model regresi linier variabel pengganggu atau residualmemiliki
distribusi data normal atau mendekati normal. Dalampenelitian ini untuk
mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram
dengan ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah
data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng kekanan atau
kekiri berarti datatidak terdistribusi normal. Grafik Normality Probability Plot

jugadigunakan untuk mendeteksi normalitas dengan ketentuan jika data menyebar
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disekitar garis diagonal danmengikuti arah garis diagonal, maka modelregresi
tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji statistic juga digunakan untuk mendeteksi
normalitas dalampenelitian ini yaitu uji Kolmogrov Sminorv,dalam uji ini
pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan jika nilai signifikan >
0,05 maka terdistribusi normal dan jikanilai signifikan< 0,05 maka terdistribusi
tidak normal.

Gambar 3.1

Contoh Grafik P-Plot
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2. Uji Heteroskedastisitias

Menurut (Ghozali, 2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguiji
apakah dalammodel regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatanke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap makadisebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan
atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi
dapat digunakan uji glejser. Jika tingkat signifikansi berada diatas 5% (0,05)
berartitidakterjadiHeteroskedastisitas tetapi jika dibawah 5% (0,05) berarti terjadi
gejala heteroakedastisitas. Grafik scatterplot juga dapat digunakan untuk
menentukan heteroskedastisitas. Jika titik-titik yang terbentukmenyebar secara
acak baik diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model yang digunakan.

Gambar 3.3

Contoh Grafik Scatterplot
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3. Uji Multikoliniearitas

Menurut(Ghozali, 2011) uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adasnya korlasi antar variabel bebas. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Apabila variabel independen saling berkorelasi,maka variabel-variabel ini tidak
orthogonal. Variabel-variabelbebas yang bersifat orthogonaladalah variabel
independen yang memiliki niali korelasi antar sesama variabel independen
samadengan nol. Pengujian multikoliniearitas dapat dilakukan dengan melihat
VariansInflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF <10 atau
nilaitolerance >0,1, maka tidak terjadi multikoliniearitas.
4. UjiAutokorelasi

Menurut(Ghozali, 2011) uji autokorelasibertujuan untuk menguiji
apakahterdapat korelasi antara kesalahan pengganggu padaperiode t dengan
kesalahan pengganggu padaperiode (t-1) dalammodelregresi.jika terdapat korelasi
maka dinamakan problemautokorelasi. Problemautokorelasi mungkin sering
terjadi pada time series data (data runtut waktu), sedangkan cross section data
(silang waktu), masalah autokorelasi jarang terjadi. Model regresi yang baik
adalah model yang bebas dari autokorelasi.
3.8 Analisis Regresi Liniear Berganda

Menurut (Sunyoto, 2011) korelasi berganda
merupakanalatuntukmengukurhungungan antar variabel bebas terhadap variabel
terikat. Adapun model analisis regresi liniear berganda dapatdirumuskan sebagai

berikut:
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Y=a+b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4_X4 +e

Keterangan:

Y = kesadaran wajib pajak

a = nilai konstanta

bibobsbs = koefisien regresi

X1 = pengetahuan wajib pajak

X2 = pemahaman self assessment system
X3 = tingkat penghasilan wajib pajak
X4 = kemudahan pemabayaran pajak
e = eror/residu

3.9  Uji Hipotesis

39.1 Ujit

Secaraparsial pengujian hipotesis dilakukan uji t-test. Menurut (Ghozali,

2013) uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel

penjelas/independen secara individual dalammenerangkan variabel dependen.

Dalampenelitian ini, tingkat signifikan yang digunakanadalah 5%. Kriteria yang

digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah sebagaiberikut:

a.

Menentukan hipotesis

Ho = secara parsialtidak adapengaruh antarapengetahuan  wajib
pajak,pemahamanself assessment sistem, tingkat penghasilan wajib
pajak,dan kemudahan pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak

pada UMKM di Bintan
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3.9.2

Ha = secara parsial terdapat pengaruh antara pengetahuna wajib pajak ,
pemahaman self assessment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan
kemudahan pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak pada
UMKM di Bintan.

Menentukan tingkat signifikansi

tingkat signifikansi menggunakan 0,05 (a=5%)

menentukan t hitung (diperoleh dari hasil SPSS)

menentukan t table

table distribusi dicaripada a= 5%:2 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df
n-k-1 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen).
Kriteria pengujian

Ho diterima jika — t table < t hitung < t table

Ho ditolak jika — t hitung< t table atau t hitung > t table

membandingkan t hitung dengan t table.

kesimpulan

Uji F

Menurut (Sunyoto, 2011) untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang

signifikan secara simultan atau bersama-sama yang melibatkan variabel

independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian.

Kriteria pengujijan Uji-F menurut (Duwi, 2013) :

a.

b.

jika Fhitung < F table maka Ho diterima

jika F hitung > F table maka Ho ditolak

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi :
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3.9.3

jika signifikansi<0,05 maka Ho ditolak

jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima

pengujian F table

F table padasignifikansi 0,05 dengan df 1 = k-1 dan df 2 (n-k-
1),nadalahjumlah datadan kadalah jumlah variabelindependen,hasil
diperoleh padalampiran table uji F.

Perumusan Hipotesis

Ho = pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assessment system,tingkat
penghasilan  wajib pajak, dan kemudahan pembayaran pajak
secarasimultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib
pajak pada UMKM di Bintan

Ha = pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assessment system,
tingkat penghasilan wajib pajak,dan kemudahan pembayaran pajak secara
simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada UMKM di
bintan.

Uji Koefisisen Determinasi (R?)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan

pengaruh variabel independen secara serentak terhadapvariabel dependen.

Koefisien inimenunjukkan seberapa besar persentase sumbangan pengaruh yang

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau variasi varibel

independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi

variabel dependen sebaliknya R? sama dengan 1, maka persentase sumbangan

pengaruh yang diberikan variabelindependen terhadap variabel dependen adalah
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sempurna atau varian variabel independen yang digunakan dalam
modelmenjelaskan100% varians variabel dependen. Angka dari R square didapat
dari pengelolaan datamelalui program SPSS yang bisa dilihat pada table model
summary kolom R square. Rumusmencari koefisien determinasi dengan dua
variabelindependen adalah:

R=1r2X100%
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